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ABSTRACT 
This research aims to assess the role of the Indonesian National Military's Special 

Operations Command (Koopssus TNI) in combating terrorism within the framework of Military 

Operations Other Than War (OMSP). Given the growing complexity of transnational terrorism, 

this study identifies operational, legal, and institutional challenges faced by Koopssus TNI, 

evaluates inter-agency coordination, and discusses strategies for optimizing its effectiveness. 

Using qualitative methods, including interviews with military personnel and analysis of relevant 

legal frameworks, the study provides practical recommendations for strengthening the 

command's capabilities in counter-terrorism operations. 

Keywords: Koopssus TNI, counter-terrorism, Military Operations Other Than War, inter-agency 

coordination, operational challenges, legal frameworks 

 

ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk menilai peran Komando Operasi Khusus Tentara 

Nasional Indonesia (Koopssus TNI) dalam menanggulangi terorisme dalam kerangka Operasi 

Militer Selain Perang (OMSP). Mengingat kompleksitas ancaman terorisme transnasional yang 

semakin berkembang, penelitian ini mengidentifikasi tantangan operasional, hukum, dan 

kelembagaan yang dihadapi oleh Koopssus TNI, mengevaluasi koordinasi antar lembaga, dan 

membahas strategi untuk mengoptimalkan efektivitasnya. Dengan menggunakan metode 

kualitatif, termasuk wawancara dengan personel militer dan analisis kerangka hukum yang 

relevan, penelitian ini memberikan rekomendasi praktis untuk memperkuat kapabilitas 

Koopssus TNI dalam operasi kontra-terorisme. 

Kata kunci: Koopssus TNI, kontra-terorisme, Operasi Militer Selain Perang, koordinasi antar 

lembaga, tantangan operasional, kerangka hukum 

 

PENDAHULUAN 

Terorisme di Indonesia telah menjadi ancaman serius yang berkembang pesat 

dalam beberapa dekade terakhir. Sejak tahun 2000-an, kelompok-kelompok teroris, 

baik yang beroperasi di dalam negeri maupun yang terhubung dengan jaringan 

internasional, telah berusaha mengguncang stabilitas negara melalui serangkaian 

serangan yang menargetkan warga sipil dan fasilitas publik. Misalnya, serangan bom 

Bali 2002, yang menewaskan lebih dari 200 orang, serta berbagai serangan teroris 

lainnya di Jakarta dan wilayah lain di Indonesia, menunjukkan betapa seriusnya 

ancaman ini terhadap keamanan nasional (Bakker, 2006). Serangan-serangan ini 

tidak hanya merugikan jiwa manusia tetapi juga merusak stabilitas sosial, politik, dan 
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ekonomi negara, memicu ketegangan antar kelompok masyarakat, serta merusak 

kepercayaan publik terhadap keamanan negara (Martha, 2010). 

Seiring dengan semakin meluasnya jaringan terorisme global, yang 

mengaitkan kelompok-kelompok lokal dengan jaringan internasional seperti ISIS, 

taktik yang digunakan oleh kelompok teroris pun semakin canggih dan adaptif. Oleh 

karena itu, penanggulangan terorisme di Indonesia memerlukan strategi yang lebih 

komprehensif dan terkoordinasi antara berbagai lembaga, baik di tingkat militer 

maupun sipil (Khasnobish, 2017). Lembaga-lembaga tersebut meliputi Tentara 

Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Badan 

Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), serta berbagai instansi terkait lainnya 

yang memiliki peran dalam penanggulangan ancaman terorisme. 

Koopssus TNI, sebagai salah satu unit elite yang dibentuk khusus untuk 

menangani ancaman terorisme, berfungsi untuk memperkuat kemampuan Indonesia 

dalam melaksanakan operasi militer selain perang (OMSP). Unit ini dibentuk pada 

tahun 2010 dan berfokus pada kegiatan kontra-terorisme dengan pendekatan militer 

yang sangat terlatih dan berteknologi tinggi. Koopssus TNI memiliki peran vital dalam 

mengatasi ancaman terorisme yang semakin kompleks dan mengedepankan operasi 

yang bersifat cepat, efektif, dan tepat sasaran (Arief, 2012). Seiring dengan waktu, 

tantangan yang dihadapi oleh Koopssus TNI dalam menjalankan tugasnya juga 

semakin besar, mengingat taktik kelompok teroris yang terus berkembang, serta 

adanya keterbatasan dalam hal regulasi, sumber daya manusia (SDM), dan koordinasi 

antar lembaga. 

Koopssus TNI diharapkan untuk berperan lebih besar dalam penanggulangan 

ancaman terorisme yang semakin transnasional dan terorganisir. Taktik yang 

digunakan oleh kelompok teroris kini melibatkan strategi yang lebih terselubung dan 

tersebar di banyak daerah, yang tidak hanya membutuhkan kesiapan operasional 

tetapi juga koordinasi yang lebih intens antara TNI dan POLRI. Hal ini menunjukkan 

betapa pentingnya peran Koopssus TNI dalam mendukung keberhasilan operasi 

kontra-terorisme (Sinaga, 2015). 

Seiring dengan meningkatnya ancaman yang semakin beragam, tantangan 

dalam mengkoordinasikan tugas antara berbagai lembaga juga semakin kompleks. 

Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan peran Koopssus TNI, perlu dilakukan 

evaluasi yang lebih mendalam terkait efektivitas operasional unit ini dalam 

melaksanakan tugasnya, serta mengeksplorasi hambatan yang ada dalam koordinasi 

antar lembaga. Dengan demikian, penelitian ini berusaha untuk menilai sejauh mana 

Koopssus TNI telah berhasil mengoptimalkan perannya dalam menanggulangi 

terorisme di Indonesia. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif deskriptif untuk memahami dan menggambarkan peran Komando Operasi 

Khusus Tentara Nasional Indonesia (Koopssus TNI) dalam penanggulangan 

terorisme melalui Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Pendekatan kualitatif dipilih 
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karena penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi fenomena yang bersifat 

kompleks dan tidak dapat diukur dengan angka atau statistik semata, seperti 

koordinasi antar lembaga, tantangan operasional, serta kebijakan yang diterapkan 

dalam konteks kontra-terorisme. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam 

dengan narasumber yang relevan, observasi lapangan, dan analisis dokumen yang 

mengacu pada operasi militer yang telah dilakukan. Dengan menggunakan metode 

deskriptif, penelitian ini akan memberikan gambaran yang jelas mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi efektivitas Koopssus TNI dalam melaksanakan tugasnya, 

serta tantangan yang dihadapi dalam mengatasi ancaman terorisme yang semakin 

kompleks. 

 

Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di lokasi operasi penanggulangan terorisme oleh 

Komando Operasi Khusus Tentara Nasional Indonesia (Koopssus TNI). Salah satu 

wilayah yang menjadi perhatian utama adalah Poso, yang terletak di Sulawesi Tengah, 

yang dikenal sebagai daerah dengan potensi ancaman terorisme yang signifikan. Poso 

telah menjadi sasaran berbagai operasi militer selain perang, mengingat keberadaan 

kelompok teroris seperti Mujahidin Indonesia Timur (MIT). Selain Poso, penelitian ini 

juga mencakup wilayah lain yang terkait dengan operasi Koopssus TNI dalam 

menghadapi ancaman terorisme, seperti Jakarta dan wilayah-wilayah yang pernah 

menjadi target serangan teroris. Pemilihan lokasi-lokasi ini bertujuan untuk 

memberikan gambaran menyeluruh mengenai tantangan yang dihadapi oleh 

Koopssus TNI dalam pelaksanaan operasi kontra-terorisme di berbagai medan. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen. Wawancara 

mendalam dilakukan dengan narasumber yang memiliki keterlibatan langsung dalam 

operasi penanggulangan terorisme, seperti anggota Koopssus TNI, personel dari 

POLRI, BNPT, serta pihak-pihak terkait lainnya. Wawancara ini bertujuan untuk 

menggali informasi mengenai pengalaman, tantangan operasional, serta hambatan 

yang dihadapi selama pelaksanaan operasi kontra-terorisme. Observasi lapangan 

dilakukan dengan mengamati langsung kegiatan yang dilakukan oleh Koopssus TNI 

dalam beberapa operasi dan latihan yang relevan, untuk menilai efektivitas 

koordinasi dan implementasi kebijakan di lapangan. Sementara itu, analisis dokumen 

dilakukan dengan memeriksa dokumen-dokumen resmi seperti laporan operasi, 

regulasi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Tantangan Operasional dalam Penanggulangan Terorisme 

Koopssus TNI menghadapi sejumlah tantangan operasional dalam 

menjalankan tugas penanggulangan terorisme, yang semakin kompleks seiring 

berjalannya waktu. Salah satu tantangan terbesar adalah perubahan taktik yang cepat 

dari kelompok teroris. Kelompok teroris, terutama yang memiliki koneksi dengan 
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jaringan internasional seperti ISIS, telah mengembangkan taktik yang lebih 

terorganisir, terdesentralisasi, dan seringkali lebih sulit dideteksi oleh aparat 

keamanan. Hal ini mengharuskan Koopssus TNI untuk terus menyesuaikan strategi 

dan taktik operasional mereka agar tetap efektif dalam menghadapi ancaman yang 

berkembang pesat. Misalnya, serangan bom bunuh diri yang terjadi di berbagai kota 

besar Indonesia menunjukkan bahwa kelompok teroris tidak lagi hanya 

mengandalkan metode serangan konvensional, melainkan beralih ke taktik yang lebih 

sulit diprediksi dan diantisipasi (Bakker, 2006). 

Selain itu, keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Koopssus TNI juga 

menjadi hambatan dalam menjalankan operasi. Meskipun unit ini memiliki peralatan 

canggih dan personel terlatih, ada kekurangan dalam hal logistik dan dukungan 

operasional yang memadai, yang menghambat pelaksanaan operasi secara optimal. 

Koordinasi antar unit di lapangan sering kali menjadi kurang efisien karena adanya 

masalah dalam distribusi sumber daya dan alokasi personel yang tidak seimbang. 

Dalam beberapa kasus, seperti yang terjadi pada operasi di Poso, kesulitan logistik 

mempengaruhi kecepatan dan efisiensi dalam merespons ancaman yang muncul 

secara mendadak, yang dapat memperburuk situasi (Sinaga, 2015). 

Lebih lanjut, Koopssus TNI juga harus menghadapi tantangan dalam hal 

interoperabilitas antara berbagai satuan TNI dan lembaga lainnya. Meskipun 

Koopssus TNI telah memiliki prosedur operasional standar (SOP), namun dalam 

praktiknya, terdapat perbedaan cara kerja antara satuan TNI yang berbeda dan 

antara TNI dengan POLRI atau BNPT. Perbedaan ini sering kali menyebabkan 

ketidaksepahaman dalam hal prioritas operasional, yang pada akhirnya dapat 

menghambat kelancaran koordinasi. Taktik terorisme yang semakin canggih dan 

terorganisir membutuhkan respons yang lebih terkoordinasi antar lembaga dan 

satuan yang terlibat, agar operasi penanggulangan terorisme dapat berjalan dengan 

efektif. 

Koordinasi dan komunikasi yang lancar antara berbagai lembaga menjadi 

kunci untuk mengatasi tantangan ini. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun ada 

kesadaran yang tinggi mengenai pentingnya kerja sama antar lembaga, dalam 

praktiknya hal tersebut seringkali terhambat oleh perbedaan prosedur dan prioritas 

masing-masing lembaga. Oleh karena itu, perlu ada upaya serius untuk merumuskan 

SOP yang lebih terintegrasi dan menyelaraskan mekanisme kerja antar lembaga yang 

terlibat dalam operasi kontra-terorisme untuk meningkatkan efektivitas operasional 

(Khasnobish, 2017). 

 

Koordinasi Antar Lembaga dalam Operasi Kontra-Terorisme 

Koordinasi antar lembaga dalam penanggulangan terorisme merupakan 

aspek yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan operasi. Meskipun 

Koopssus TNI, POLRI, dan BNPT memiliki peran masing-masing dalam 

penanggulangan terorisme, koordinasi di lapangan sering kali menemui kendala. 

Salah satu masalah utama yang teridentifikasi adalah perbedaan dalam SOP yang 

diterapkan oleh setiap lembaga. Sebagai contoh, dalam operasi di Poso, meskipun ada 

rencana koordinasi antara TNI dan POLRI, namun perbedaan pendekatan yang 
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digunakan menyebabkan ketidaksesuaian dalam penanganan ancaman, yang 

mengarah pada keterlambatan dalam pengambilan keputusan dan eksekusi 

operasional. 

Koordinasi yang kurang optimal ini juga dipengaruhi oleh kurangnya sistem 

komunikasi yang efisien. Beberapa operasi penanggulangan terorisme melibatkan 

banyak pihak, termasuk pemerintah daerah dan lembaga non-militer, yang 

menambah kompleksitas koordinasi. Keberhasilan operasi sangat bergantung pada 

kemampuan untuk berbagi informasi secara real-time antara semua pihak yang 

terlibat. Namun, ketergantungan pada sistem komunikasi yang tidak sepenuhnya 

terintegrasi sering kali menghambat kemampuan untuk merespons ancaman dengan 

cepat. Oleh karena itu, memperkuat sistem komunikasi antar lembaga menjadi 

prioritas utama untuk meningkatkan efektivitas operasi kontra-terorisme. 

Selain itu, hambatan yang terjadi juga disebabkan oleh perbedaan dalam 

pemahaman dan interpretasi terhadap ancaman yang dihadapi. POLRI, yang berfokus 

pada aspek penegakan hukum, seringkali memiliki perspektif yang berbeda dengan 

TNI yang lebih mengutamakan pendekatan militer dalam menghadapi ancaman 

terorisme. Perbedaan ini sering kali menyebabkan perdebatan mengenai strategi 

yang tepat, sehingga memperlambat pengambilan keputusan dalam operasional 

lapangan. Oleh karena itu, penting bagi pihak-pihak yang terlibat untuk memiliki 

pemahaman yang sama mengenai ancaman yang dihadapi, serta merumuskan 

kebijakan yang lebih terintegrasi agar dapat menanggulangi terorisme secara efektif. 

Koordinasi antar lembaga yang lebih baik dapat dicapai dengan membangun 

kerangka kerjasama yang lebih jelas dan memperkuat latihan bersama antar lembaga. 

Latihan gabungan antara TNI, POLRI, dan BNPT, yang sering kali tidak terjadi secara 

rutin, perlu diperkuat untuk memastikan bahwa setiap lembaga memahami peran 

dan tugasnya dalam operasi. Dengan memperkuat pelatihan koordinasi, komunikasi, 

dan respon bersama terhadap ancaman, diharapkan dapat tercipta sinergi yang lebih 

kuat dalam penanggulangan terorisme di Indonesia (Fahrurozi, 2019). 

 

Tantangan Hukum dalam Penanggulangan Terorisme 

Tantangan hukum dalam penanggulangan terorisme juga menjadi hambatan 

besar bagi Koopssus TNI dalam menjalankan tugasnya. Meskipun TNI memiliki peran 

penting dalam menjaga keamanan nasional, regulasi yang mengatur keterlibatan TNI 

dalam operasi militer selain perang (OMSP) masih belum cukup jelas. Hal ini 

menyebabkan kebingungan dalam menjalankan operasi, terutama dalam konteks 

penanggulangan terorisme yang melibatkan aspek hukum dan hak asasi manusia 

(HAM). Dalam banyak kasus, operasi militer yang dilakukan oleh Koopssus TNI sering 

kali tidak memiliki dasar hukum yang kuat, yang mengarah pada masalah legalitas di 

kemudian hari. 

Regulasi yang ada sering kali terlalu umum dan tidak secara spesifik 

mengatur prosedur operasional yang harus diikuti oleh TNI dalam menghadapi 

ancaman terorisme. Hal ini menyebabkan ketidakpastian dalam penerapan strategi 

militer, terutama dalam situasi darurat di lapangan, di mana keputusan harus diambil 

dengan cepat. Sebagai contoh, dalam beberapa operasi yang dilakukan di Poso, 
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meskipun ada kebutuhan mendesak untuk melakukan intervensi militer, 

ketidakjelasan dalam regulasi terkadang menghambat kelancaran operasi dan 

menunda respon terhadap ancaman yang muncul secara tiba-tiba (Arief, 2012). 

Selain itu, tantangan hukum lainnya adalah perbedaan dalam pendekatan 

antara TNI dan lembaga penegak hukum, seperti POLRI, dalam menangani teroris 

yang sudah ditangkap atau dikepung. POLRI lebih mengutamakan proses hukum 

melalui penahanan dan peradilan, sementara TNI cenderung lebih fokus pada 

penghancuran jaringan teroris dengan pendekatan militer yang cepat dan langsung. 

Ketidaksepahaman ini dapat menyebabkan ketegangan antara lembaga, yang pada 

gilirannya dapat memperlambat proses penanggulangan terorisme dan melemahkan 

efektivitas keseluruhan operasi. 

Untuk mengatasi tantangan hukum ini, perlu ada perubahan dan penyesuaian 

regulasi yang lebih mendalam, yang dapat memberikan dasar hukum yang kuat bagi 

TNI dalam pelaksanaan OMSP, khususnya dalam operasi kontra-terorisme. 

Penyusunan peraturan yang lebih spesifik mengenai peran TNI dalam menghadapi 

ancaman terorisme, serta penguatan peran lembaga penegak hukum dalam operasi 

gabungan, dapat membantu menciptakan kerangka kerja yang lebih jelas dan efisien 

dalam menghadapi ancaman terorisme di Indonesia (Fahrurozi, 2019). 

 

Peningkatan Kapabilitas Koopssus TNI untuk Menghadapi Ancaman yang 

Semakin Kompleks 

Peningkatan kapabilitas Koopssus TNI menjadi hal yang sangat penting untuk 

memastikan kesiapan unit ini dalam menghadapi ancaman terorisme yang semakin 

kompleks dan transnasional. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat kebutuhan yang 

mendesak untuk memperkuat pelatihan dan pendidikan personel Koopssus TNI 

dalam menghadapi ancaman yang lebih beragam, mulai dari terorisme domestik 

hingga ancaman yang bersifat global. Pelatihan yang lebih intensif dalam taktik 

kontra-terorisme, penggunaan teknologi canggih, serta peningkatan kemampuan 

dalam beroperasi dalam tim lintas lembaga akan sangat mendukung efektivitas 

Koopssus TNI dalam menjalankan tugasnya. 

Selain itu, penguatan sarana dan prasarana juga diperlukan untuk 

mendukung operasional Koopssus TNI. Meskipun sudah dilengkapi dengan peralatan 

canggih, ada kebutuhan untuk memastikan bahwa peralatan tersebut selalu 

diperbarui dan dilengkapi dengan teknologi terbaru yang dapat mendeteksi dan 

mengatasi ancaman terorisme yang lebih sulit dideteksi. Teknologi seperti drone 

pengintai, peralatan pemantauan komunikasi, serta perangkat lunak untuk analisis 

intelijen dapat sangat membantu dalam meningkatkan kemampuan Koopssus TNI 

dalam merespons ancaman secara cepat dan akurat (Arief, 2012). 

Selain itu, peningkatan kerjasama internasional dalam bidang kontra-

terorisme sangat diperlukan. Mengingat bahwa banyak kelompok teroris di Indonesia 

memiliki koneksi dengan jaringan internasional, pertukaran informasi dan 

pengalaman dengan negara-negara lain yang menghadapi ancaman serupa dapat 

membantu Koopssus TNI dalam mengantisipasi ancaman global. Penguatan jaringan 

intelijen internasional dan latihan bersama dengan negara-negara sahabat akan 
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memperluas wawasan dan meningkatkan kapabilitas Koopssus TNI dalam 

menghadapi ancaman terorisme yang semakin kompleks dan transnasional (Sinaga, 

2015). 

Dengan peningkatan kapabilitas yang tepat, Koopssus TNI dapat lebih efektif 

dalam menjalankan tugasnya dalam penanggulangan terorisme, serta mampu 

menghadapi ancaman yang lebih sulit diprediksi di masa depan. Pemerintah 

Indonesia juga perlu memberikan dukungan yang lebih besar, baik dalam hal 

pendanaan, kebijakan, maupun pelatihan, untuk memastikan bahwa Koopssus TNI 

dapat terus berkembang dan beradaptasi dengan ancaman yang terus berubah 

(Fahrurozi, 2019). 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Penanggulangan terorisme di Indonesia melalui peran Komando Operasi 

Khusus Tentara Nasional Indonesia (Koopssus TNI) menunjukkan pentingnya unit ini 

dalam menghadapi ancaman yang semakin kompleks dan beragam. Berdasarkan 

penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Koopssus TNI memiliki peran strategis 

dalam mengatasi ancaman terorisme yang berkembang pesat, baik yang bersifat 

domestik maupun yang terkait dengan jaringan internasional. Meskipun demikian, 

terdapat beberapa tantangan signifikan yang harus dihadapi oleh unit ini dalam 

pelaksanaan tugasnya, terutama terkait dengan taktik yang semakin canggih dari 

kelompok teroris, tantangan koordinasi antar lembaga, serta ketidakjelasan dalam 

regulasi yang mengatur keterlibatan TNI dalam operasi militer selain perang (OMSP). 

Tantangan operasional yang dihadapi oleh Koopssus TNI melibatkan 

perubahan taktik teroris yang cepat, serta keterbatasan dalam hal sumber daya dan 

logistik yang mempengaruhi kecepatan dan efektivitas respon terhadap ancaman. 

Koordinasi yang tidak optimal antara TNI, POLRI, BNPT, dan lembaga terkait lainnya 

turut memperburuk situasi, mengingat adanya perbedaan SOP dan pemahaman 

terhadap ancaman. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk memperbaiki sistem 

komunikasi dan mekanisme kerja sama antar lembaga untuk memastikan respons 

yang lebih terkoordinasi dan efisien terhadap ancaman terorisme. 

Selain itu, tantangan hukum yang dihadapi oleh Koopssus TNI, terutama 

terkait dengan regulasi yang belum cukup jelas mengenai keterlibatan TNI dalam 

OMSP, menambah kompleksitas dalam operasional di lapangan. Penguatan regulasi 

yang lebih spesifik dan terperinci mengenai peran TNI dalam penanggulangan 

terorisme akan sangat mendukung kelancaran dan efektivitas operasi yang dilakukan 

oleh Koopssus TNI. Hal ini juga akan memastikan bahwa operasi yang dilakukan tidak 

melanggar hukum, serta memberikan dasar hukum yang kuat untuk tindakan yang 

diambil oleh TNI. 

Secara keseluruhan, untuk mengoptimalkan peran Koopssus TNI dalam 

menghadapi ancaman terorisme yang semakin kompleks, peningkatan kapabilitas 

dalam hal pelatihan, teknologi, dan sumber daya manusia menjadi sangat krusial. 

Selain itu, peningkatan koordinasi antar lembaga, baik di tingkat nasional maupun 

internasional, serta penyesuaian regulasi yang lebih mendalam akan memperkuat 

efektivitas operasional Koopssus TNI dalam menjalankan tugasnya. Pemerintah 
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Indonesia perlu memberikan dukungan yang lebih besar, baik dalam hal kebijakan, 

anggaran, maupun pelatihan, untuk memastikan bahwa Koopssus TNI dapat 

beradaptasi dengan perubahan ancaman terorisme yang terus berkembang. 
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